
 

 

 
BUPATI TANAH BUMBU 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 

NOMOR   18  TAHUN 2016 

 

TENTANG 

 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2015 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TANAH BUMBU, 

Menimbang  : a. bahwa untukmelaksanakanketentuanPasal65 ayat (1) 
huruf d Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 

tentangPemerintahan Daerah, Kepala Daerah 
mempunyaitugasmenyusundanmengajukanRancanganPer
aturan Daerah tentang APBD, RancanganPeraturan 

Daerah tentangPerubahan APBD danRancanganPeraturan 
Daerah tentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBD 

kepada DPRD untukdibahasbersama, UntukituKepala 
Daerah perlumembentukPeraturan Daerah 
tentangPertanggungjawabanPelaksanaanAnggaranPendapa

tandanBelanja Daerah TahunAnggaran 2015; 

b. 
 bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksu

ddalamhuruf a, perlumenetapkanPeraturan Daerah 
tentangPertanggungjawabanPelaksanaanAnggaranPendapa

tandanBelanja Daerah TahunAnggaran 2015; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3851)sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir 

dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074); 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten 
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, 



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4265); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 
tentangPemeriksaan, 

PengelolaandanTanggungjawabKeuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

6. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 

tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

7. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 
tentangPerimbanganKeuanganAntaraPemerintahPusatdan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-UndangNomor12Tahun 2011tentangPembentukan 
PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011Nomor82, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

9. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 
tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014  Nomor224, TambahanLembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali 

terakhirdenganUndang-UndangNomor 9Tahun 
2015tentangPerubahanKeduaAtasUndang-Undang 23 

Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor58, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

10. PeraturanPemerintahNomor 24 Tahun 2004 
tentangKedudukanProtokolerdanKeuanganPimpinandanAn

ggotaDewanPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali 
terakhirdenganPeraturanPemerintahNomor 21 Tahun 2007 

tentangPerubahanKetigaAtasPeraturanPemerintahNomor 



24 Tahun 2004 
tentangKedudukanProtokolerdanKeuanganPimpinandanAn

ggotaDewanPerwakilanRakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712); 

11. PeraturanPemerintahNomor 23 Tahun 2005 

tentangPengelolaanKeuanganBadanLayananUmum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
48, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502)Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Badan Layanan Umum(Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

12. PeraturanPemerintahNomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun2005 Nomor 137, TambahanLembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 



Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

19. Peraturan  Menteri Dalam Negeri  Nomor  13  tahun  2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Nomor 310); 

20. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor37 Tahun 
2014tentangPedomanPenyusunanAnggaranPendapatandan

Belanja Daerah TahunAnggaran 2015 (Berita Negara 
RepublikIndonesia Tahun 2013Nomor690); 

21. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun 

2015tentangPembentukanProdukHukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 2036); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah 

Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 
Tahun 2009tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 
Tahun 2009 Nomor 14); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 

11Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Tanah BumbuTahun Anggaran 2015 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 

Nomor 11), SebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan 
Daerah Kabupaten Tanah BumbuNomor17Tahun 

2015tentangPerubahanAnggaranPendapatandanBelanja 
Daerah Kabupaten Tanah BumbuTahunAnggaran 2015 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah BumbuTahun 

2015Nomor17); 

 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 

dan 

BUPATI TANAH BUMBU 
 

 
MEMUTUSKAN: 

 



Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.  
 

Pasal 1 
 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan 

keuangan memuat : 

a. laporan realisasi anggaran; 
b. laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. neraca; 
d. laporan Operasional; 

e. laporan arus kas;  
f. laporan Perubahan Ekuitas; dan 
g. catatan atas laporan keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan 

keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 
 

Pasal 2 

 
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
huruf a untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 

2015 sebagai berikut : 

a. Pendapatan    Rp.1.316.488.388.971,86 

b. Belanja     Rp.1.355.258.610.682,56 

Surplus(Defisit)   Rp.(38.770.221.710) 

c. Pembiayaan 

- Penerimaan   Rp.   93.572.727.853,90 

- Pengeluaran   Rp.   12.294.658.016,00 

Jumlah Pembiayaan NettoRp.81.278.069.837,90 

 

Pasal 3 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 2 sebagai berikut: 

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan daerah sejumlah               

Rp.205.725.808.357,14 dengan rincian sebagai berikut: 

 

 

a. Anggaran Pendapatan 
setelah Perubahan :Rp.1.522.214.197.329,00 

b. Realisasi :Rp.1.316.488.388.971,86 

Selisih lebih/(Kurang) :Rp.  205.725.808.357,14 

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 

Rp.228.703.656.484,34dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran belanja setelah 

Perubahan :Rp.1.583.962.267.166,90 



b. Realisasi :Rp.1.355.258.610.682,56 

Selisih lebih/(Kurang) :Rp.228.703.656.484,34 

 

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah 

Rp.(22.977.848.127,20) dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran surplus/defisitsetelah 
Perubahan :Rp.(61.748.069.837,90) 

b. Realisasi :Rp.(38.770.221.710,70) 

Selisih lebih/(Kurang) :Rp.(22.977.848.127,20) 

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 

sejumlah Rp.500.000.000,00  dengan rincian sebagai berikut :   

a. Anggaran penerimaan pembiayaan 

 setelah Perubahan : Rp.93.072.727.853,90 

b. Realisasi : Rp.93.572.727.853,90 

 Selisih lebih/(kurang) : Rp.500.000.000,00 

 

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 

sejumlah Rp.19.030.000.000,00dengan rincian sebagai 
berikut: 

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan   

 setelah Perubahan : Rp.31.324.658.016,00 

b. Realisasi : Rp.12.294.658.016,00 

Selisih lebih/(Kurang) : Rp 19.030.000.000,00  

 

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah                      

Rp.(19.530.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :    

a. Anggaran pembiayaan neto  
Setelah Perubahan : Rp.61.748.069.837,90 

b. Realisasi : Rp.81.278.069.837,90 

 Selisih lebih/(Kurang) : Rp.(19.530.000.000,00) 

 

 

 

Pasal 4 

 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 1 huruf b untuk periode yang berakhir sampai dengan 
31 Desember 2015 sebagai berikut: 

a. Sisa Lebih/KurangPembiayaanAnggaran  
 (SiLPA/SiKPA)                                       :Rp. 42.507.848.127,20  
b. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun  

    Sebelumnya                                           :Rp.          5.346.058,00 



 Saldo Anggaran Lebih  Rp. 42.513.194.185,20 

 

Pasal 5 

 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf cuntuk 
periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai 
berikut: 

a. Jumlah aset :Rp.2.930.134.205.448,03 

b. Jumlah kewajiban :Rp.   43.905.219.897,12 

c. Jumlah ekuitas  dana :Rp.2.886.228.985.550.91 

 

Pasal 6 

 
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf 
duntuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 

sebagai berikut: 
a. Pendapatan :Rp. 1.364.737.803.857,79 

b. Beban :Rp. 1.283.604.292.341,50 

 Surplus (Defisit)   Rp.      81.133.511.516,29 

c. Surplus (Defisit) sebelum 

 -Pos luar biasa  :Rp.      61.361.118.184,03 

 - Pos luar biasa  :Rp.                             0,00 

 Surplus (Defisit –LO)  Rp.      61.361.118.184,03 

 

Pasal 7 

 
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e 
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 

sebagai berikut: 

a. Saldo kas 1 Januari 2015 :Rp.73.375.258.835,58 

b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi :Rp.264.187.056.667,57 

c. Arus kas bersih dari aktivitas  
investasi aset non keuangan :Rp.(314.784.356.723,27) 

d. Arus kas bersih dari aktivitas 

Pembiayaan : Rp.(386.658.016,00) 

e. Arus kasbersih dari aktivitas 

non anggaran : Rp.  (4.011.160,00) 

f. Saldo kas akhir 

per-31 Desember 2015 : Rp.33.960.967.454,93 

 

Pasal 8 

 



Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 

2015 sebagai berikut: 
a. Ekiutas awal    : Rp. 3.382.373.631.739,03 

b. Surplus (Defisit – LO)   : Rp.      61.361.118.184,03 
c. Dampak kumulatif perubahan 

Kebijakan    : Rp.   (560.374.171.108,39) 

d. Dampak Kumulatif kesalahan  
Mendasar    : Rp.        2.868.406.736,78 

   

Ekuitas akhir Rp. 2.886.228.985.550,91 
 

 
Pasal 9 

 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2015 memuat informasi baik 

secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan 
keuangan.  

 

Pasal 10 
 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari : 

a.  Lampiran I : Laporan realisasi anggaran; 

Lampiran I.1  : Ringkasan laporan realisasi anggaran 
menurut urusan pemerintahan daerah 

dan organisasi; 

Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran 
menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, pendapatan, belanja dan 
pembiayaan;   

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja 
daerah menurut urusan pemerintahan 
daerah, organisasi, program dan kegiatan; 

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja 
daerah untuk keselarasan dan 

keterpaduan urusan pemerintahan 
daerah dan fungsi dalam kerangka 
pengelolaan keuangan negara; 

Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan dan 
per jabatan; 

Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah; 

Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) 
daerah; 

Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan 
pengurangan aset tetap daerah; 



Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan 
pengurangan aset lainnya; 

Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum 
diselesaikan sampai akhir tahun dan 

dianggarkan kembali dalam tahun 
anggaran berikutnya; 

Lampiran I.11 : Daftardanacadangandaerah;dan 

Lampiran I.12 : Daftarpinjamandaerah dan 
oblogasidaerah. 

b. Lampiran II : Laporan realisasi Anggaran; 

c. Lampiran III : Laporan Perubahan Saldo Anggaran 
Lebih; 

d. Lampiran IV :  Neraca; 

e. Lampiran V :  Laporan Operasional; 

f. Lampiran VI :  Laporan Arus Kas; 

g. Lampiran VII :  Laporan Perubahan Ekuitas; dan 

h. Lampiran VIII : Catatan atas laporankeuangan. 

 
Pasal 11 

 

LampiranlaporankeuangansebagaimanadimaksuddalamPasal 1 
ayat (2) terdiridari : 

a. LaporankinerjatercantumdalamLampiran IX yang 

merupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturanDaerahini. 
b. IkhtisarlaporankeuanganBadanUsahaMilikDaerah/Perusahaan

Daerahtercantumdalamlampiran X yang 
merupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturanDaerahini.      

  

Pasal 12 
 

Kententuan lebih lanjut mengenai Penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 
diatur dengan Peraturan Bupati.  

  



Pasal 13 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.     

  

Ditetapkan   di   Batulicin   

Pada tanggal 22 Agustus 2016              

 

BUPATI TANAH BUMBU, 

 

 

MARDANI H. MAMING 

 

 

Diundangkan di Batulicin  

pada tanggal 22 Agustus 2016 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  

TANAH BUMBU, 
 

 

 
SAID AKHMAD  

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  

TAHUN 2016 NOMOR 18 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ( 104  /2016) 


